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PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024
KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
Sesuai dengan instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan. Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan pemetaan kerawanan pemilihan menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan inventarisasi data hasil pengawasan pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 dan mengumpulkan data hasil pengawasan pemetaan kerawanan.
Bawaslu Kota Bukittinggi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan guna mengedepankan upaya pencegahan. Dengan adanya pemetaan Kerawanan ini diharapkan akan dapat mendeteksi kerawanan secara dini dan akan melahirkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi atau mencegah agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan Pemilu atau Pemilihan sebelumnya dapat diantisipasi paling tidak diminimalisir.
Setelah dilakukan analisis terhadap Kerawanan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, maka  dapat dianalisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024, yaitu:
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
1. Adanya pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam pemilih tetap. Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam pemilih tetap menjadi salah satu titik rawan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Kondisi ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang menjadi potensi di antaranya, pertama, Pantarlih tidak melakukan proses coklit dengan teliti sehingga masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki hak pilih tidak terdata sebagai pemilih tetap,  kedua, kesadaran penduduk dalam melengkapi administrasi kependudukan.Kondisi ini dikategorikan rawan karena akan berdampak pada pemilih khusus atau pemilih yang dapat memilih pada saat pemungutan suara menggunakan KTP akan bertambah jumlahnya dan berpotensi untuk tidak dapat memilih akibat kekurangan surat suara
2. Adanya pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam pemilih tetap. Misalnya meninggal dunia, pemilih meninggal dunia tersebut masih terdaftar dalam pemilih tetap. Kondisi ini memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kesempatan untuk menggunakan hak pilih dari pemilih yang sudah meninggal dunia tersebut.
3. Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik.
Data di lapangan ketika Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan Sosialisasi didapatkan bahwa masih ada penduduk potensial yang rata-rata adalah siswa sekolah yang sudah memenuhi kriteria usia minimal pemilih belum melakukan perekaman KTP-Elektronik.
TAHAPAN PENCALONAN
1. Netralitas ASN 
2. Adanya Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu.
3. Sengketa Proses akibat dikeluarkannya keputusan KPU terkait penetapan Daftar Calin Sementara atau Daftar Calon Tetap
TAHAPAN KAMPANYE
1. Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/ timses.
Laporan disampaikan oleh masyarakat atas dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Legislatif 
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
1. Saksi melakukan komplain dan melaporkan pada Bawaslu Kota Bukittinggi terkait tindakan dari KPPS yang melakukan proses renvoi tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, proses renvoi dilakukan tidak pada forum resmi rekapitulasi penghitungan suara.

2. Rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran Kode Etik tidak profesional

3. Adanya Pemungutan Suara Ulang.
Pemungutan suara ulang dilakukan di 2 (dua) TPS pada Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigoa Baleh. TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah TPS 1 dan TPS 3.
4. Adanya peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye
KPU Kota Bukittinggi menetapkan tiga Partai Politik Peserta Pemilu menjadi Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan tidak melaporkan Dana Kampanye. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye dikarenakan tidak mengusung Calon Legislatif pada Pemilu Serentah Tahun 2024. Partai Politik tersebut adalah PKN, Partai Garuda dan Partai Hanura.

Langkah antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)
Pemetaan yang dideskripsikan tersebut merupakan salah satu Upaya dalam mengurangi potensi pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Bukittinggi. Dari beberapa indikator yang di jadikan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai potensi kerawanan ada beberapa indikator yang bisa diantisipasi pada pelaksanaan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi lagi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024  : 



Dari hasil pemetaan kerawaan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya :
1. Menyampaikan imbauan pada KPU Kota Bukittinggi
2. Melakukan Koordinasi dengan Disdukcapil, Cabang Dinas Pendidikan, 3. Kementrian Agama, TNI/ POLRI dan Lapas.
4.Melakukan audit sampel ke rumah-ruman pemilih yang sudah di coklit oleh pantarlih tapi tidak bisa dilakukan pengawasan melekat oleh pengawas.
5. Melakukan sosialisasi pada Peserta Pemilu dan semua pihak 
6. Menyampaikan Imbauan pada peserta Pemilu agar mentaati aturan dalam proses tahapan Pemilihan
[bookmark: _GoBack]7. Melakukan deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama dengan peserta pemilu dan tokoh masyarakat.

Besar harapan kiranya Bawaslu bergandengan tangan dengan berbagai kelompok kepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah (pusat dan daerah), dan masyarakat. dalam mencegah atau meminimalisir kerawan Pemilihan tahun 2024 nantinya.
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